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Standardisasi dan Penilaian 
Kesesuaian di Indonesia



Dasar Hukum

❑ UU no 7 Tahun 1994, pengesahan perjanjian WTO (Perjanjian TBT terkait 

Regulasi Teknis, Standar dan Penilaian Kesesuaian)

❑ UU no 20 Tahun 2014,Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 

❑ PP 34 Tahun 2018, Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 

❑ PSN 301 tahun 2011 Pedoman bagi instansi teknis dalam memberlakukan 

suatu regulasi teknis secara wajib yang berbasis SNI yang terkait dengan 

Perjanjian TBT

❑ Technical Barrier to Trade WTO Agreement



BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)

Lembaga Pemerintah Non Kementerian 
(LPNK)

Melakukan perencanaan, perumusan,
penetapan, penerapan, pemberlakuan,
Pemeliharaan, dan pengawasan SNI serta
kegiatan penilaian kesesuaian

Standar Nasional Indonesia (SNI)

Focal Point organisasi standar
dunia (ISO, IEC, Codex
Alimentarius, SMIIC, BIPM);
Notification Body TBT WTO

Mutual Recognation Agreement 
(ILAC & APLAC/APAC)
Multilateral Recognation 
Agreement (IAF & PAC/APAC)TBT WTO Notification Body dan 

Enquiry point
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SISTEM STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN
dalam UU No. 20 Tahun 2014 dan PP No. 34 Tahun 2018



PROSES PENGEMBANGAN SNI
(PBSN 03/2018)

*) jika berdasarkan rapat pembahasan hasil JP, terdapat perubahan substansi yang besar
(justifikasi dari BSN)
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Statistik SNI Terkini

Sumber:Bidang Sistem Informasi dan 

Tata Kelola Data, Pusidatin– BSN, 2020

https://www.bsn.go.id/main/bsn/isi_bsn/20325/statistik-sni-2020

https://www.bsn.go.id/main/bsn/isi_bsn/20325/statistik-sni-2020


Penerapan SNI



PENERAPAN SNI

Diberlakukan secara 

wajib oleh regulator

WAJIB

Sukarela

Pelaku usaha yg telah 

mampu menerapkan 

dapat mengajukan 

sertifikasi ke LPK yg 

diakreditasi

Keselamatan , Keamanan, 

Kesehatan,, dan Pelestarian 

Fungsi  Lingkungan Hidup, 

kepentingan nasional

Legitimate objective

REGULASI TEKNIS

Setelah mendapatkan 

sertifikat dapat 

membubuhkan tanda SNI¥

Pelaku usaha wajib 

menerapkan SNI dan 

membubuhkan tanda SNI 

sesuai dengan regulasi 

teknis



Penerapan SNI dan

Hubungan Stakeholder-nya

Penerap 
SNI

Regulasi dan 
Skema Sertifikasi Kegiatan 

Sertifikasi

SNI/Standar

LPK

Skema 
Akreditasi

KAN

BSN

Industri, Organisasi 
UMK, dll

Skema sertifikasi :
• Sukarela oleh

BSN
• Wajib oleh

Regulator
• (K/L terkait )



PENERAPAN SNI SUKARELA

LSPro

Pelaku Usaha

Proses Akreditasi

Persetujuan Tanda SNI 
oleh  BSN

Proses sertifikasi 

Acuan Sertifikasi

Produk Bertanda SNI

Komite Akreditasi Nasional 
(KAN)

Penunjukkan

BSN

PP 34 Tahun 2018 Pasal 22 ayat (4)
Persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh BSN kepada 
Pelaku Usaha.

Acuan Proses 
Produksi



Proses Pengajuan SPPT SNI

• barang, jasa, 
proses, sistem, 
personal

Pelaku usaha

• Penilaian 
Kesesuaian
berdasarkan SNI

LPK

• Sertifikat
kesesuaian

Pelaku Usaha

• Persetujuan
penggunaan
Tanda SNI

BSN





• Masa berlaku Surat Persetujuan 

Penggunaan Tanda SNI sesuai dengan

masa berlaku sertifikat

• Nomor: 1 XXXXX Z MMYYYY
1 = angka yang menunjukkan instansi BSN

XXXXX = nomor urut persetujuan penggunaan tanda SNI yang 

diberikan oleh BSN

Z = obyek yang mendapat persetujuan penggunaan tanda 

SNI

(1 = Barang; 2 = Jasa; 3 = Proses; 4= Sistem; 5= Personal)

WW   = bulan penerbitan persetujuan penggunaan tanda SNI 

pada tahun YYYY

YYYY = tahun penerbitan persetujuan penggunaan tanda SNI

• Nama penerima persetujuan penggunaan Tanda 

SNI beserta informasi Barang, Jasa, dan/atau

Proses, diumumkan dalam sistem informasi 

standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI



Tanda SNI

sesuai Perka BSN No. 2 Tahun 2017

Keterangan:

Y = 11x

r  = 0,5x



PENERAPAN SNI SNI WAJIB

LSPro

Pelaku Usaha

Proses Akreditasi

Persetujuan tanda SNI 
dilimpahkan kepada  K/L 

Proses sertifikasi 

Acuan Sertifikasi

Produk Bertanda SNI

Komite Akreditasi Nasional 
(KAN)

Penunjukkan

Menteri

Acuan Proses 
Produksi

PP 34 Tahun 2018, Pasal 31
BSN melimpahkan kewenangan pemberian
persetujuan penggunaan Tanda SNI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)
dan Pasal 30 huruf a kepada kementerian
dan/atau lembaga pemerintah non
kementerian yang menetapkan pemberlakuan
SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (2).





Cakupan Regulasi Teknis

❑ tujuan ditetapkannya regulasi teknis tersebut;

❑ peraturan perundang-undangan terkait yang melandasi penetapan regulasi 

teknis;

❑ informasi rinci tentang barang dan/atau jasa yang diregulasi dan nomor HS 

(Harmonized System);

❑ SNI yang dijadikan acuan persyaratan regulasi teknis;

❑ prosedur penilaian kesesuaian untuk pengawasan pra pasar dan pasar;

❑ ketentuan tentang sanksi;

❑ aturan pelaksanaan regulasi teknis.



Status SNI yang telah diberlakukan secara Wajib

(April 2020)

No Regulator
SNI yang 

diberlakukan wajib

1. Kementerian Perindustrian 114

2. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2

3. Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral 26

4. Kementerian Pertanian 7

5. Kementerian Perhubungan 14

6. Kementerian Pekerjaan Umum 46

7. Kementerian Perdagangan 24

Total 240

https://bsn.go.id/uploads/download/4_sni_wajib(share)_aprl_2020.pdf



 Website BSN

PNRT

Daftar SNI Wajib

http://bsn.go.id/

bsn.go.id


Akses Informasi Produk Ber-SNI

http://bangbeni.bsn.go.id/

http://bangbeni.bsn.go.id/


Jumlah Barang Ber-SNI Januari 2019 - Januari 2020
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Tampilan dalam website  



Tampilan dalam website



Kebijakan Standardisasi dan  Penilaian 

Kesesuaian pd masa Pandemi Covid 19
1. Kebijakan Komite Akreditasi Nasional terkait antisipasi dampak pandemi covid-19 terhadap proses 

akreditasi dan penilaian kesesuaianno. 003/kan/04/2020, penundaan proses asesmen dan jika tidak 

memungkinkan dilakukan remote asesmen

2. Kebijakan Komite Akreditasi Nasional khusus untuklembaga sertifikasi,lembaga verifikasi dan 

lembaga validasiterkait antisipasi dampak pandemi covid-19 terhadap proses sertifikasi, verifikasi dan 

validasi,

3. Kebijakan BSN terkait kebijakan Badan Standardisasi Nasional terkait dengan perpanjangan SPPT 

SNI dalam rangka resertifikasi untuk antisipasi dampak pandemik covid-19

4.    Surat Edaran Surat Edaran Nomor 111/BPPI/IND/IV/2020, tertanggal 7 April 2020, tentang Proses 

Sertifikasi SNI Secara Wajib di Bidang Industri, yang intinya proses Sertifikasi Awal, 

Surveilan/Resertifikasi di tunda dan jika tidak dapat ditunda maka untuk pelaksanaan 

Surveilan/Resertifikasi dapat dilakukan melalui media elektronik (contoh remote audit) dan pengujian 

produk yang dikirimkan. Surat edaran ini berlaku hingga 30 Juni 2020.



Kebijakan Standardisasi dan  Penilaian 

Kesesuaian pd masa Pandemi Covid 19

5. Surat Edaran Menteri Perindustrian No. 5 of 2020 pengecualian sementara terkait penambahan 

fortifikasi pada produk tepung terigu, minyak goreng sawit  

6. Keputusan Menteri Pertanian nomor No. 13 of 2020 dated 31 March 2020 terkait Penundaan sementara  

pemberlakuan SNI wajib untuk produk Gula kristal putih dan gula kristal mentah



Penilaian Kesesuaian



Conformity Assessment 
Bodies

Accreditation Body

Products (goods & services)

Demonstration of 
competence

Demonstration of 
conformity

Komite Akreditasi Nasional (KAN)

Laboratorium, Lembaga Sertifikasi 
dan Lembaga Inspeksi 

International/Regional 
Cooperation

APLAC, ILAC, PAC, IAF (WTO dan 
APEC)

Demonstration of 
equivalency

Evaluator

Asesor

Auditor

Rantai Kepercayaan Penilaian Kesesuaian



JUMLAH LPK YG DIAKREDITASI OLEH KAN



1366

291

70 24 0

LEMBAGA PENGUJIAN LABORATORIUM KALIBRASI LABORATORIUM MEDIK LEMBAGA PENYELENGGARA 
UJI PROFISIENSI

PRODUSEN BAHAN ACUAN
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m
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Jumlah LPK 2019
(Laboratorium)



Layanan Informasi Terpadu (LITe) Menyediakan layanan 
informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian yang 
bertujuan untuk mendukung industri dan perdagangan, 
pendidikan, dan pengembangan IPTEK. 
Layanan informasi Terpadu mencakup: 
•Layanan Penelusuran Informasi Standardisasi 
•Layanan Pemesanan dan Penyediaan Dokumen Standar 
(Standar Nasional, Internasional dan Mancanegara) 
•Layanan Informasi Diklat Standardisasi 
•Layanan Informasi Akreditasi LPK 
•Layanan Informasi Registrasi IIN 
•Layanan Informasi Referensi Standardisasi 
•Layanan Pengaduan Masyarakat 

•Buka Layanan Senin – Jumat 08.30 s.d 15.00 WIB

•Layanan Informasi Terpadu - BSN Gedung 1 - BPPT Lantai 
Dasar Jl. MH. Thamrin No. 8 - Jakarta Pusat 10340 
•Telp. 021 391 7300 | Fax. 021 3927528 Email: 
dokinfo@bsn.go.id 




